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5.1 KESIMPULAN
Dari hasil penelitian terhadap dua perkara cerai gugat di Pengadilan

Agama Bukittinggi, penulis menemukan adanya perbedaan atau disparitas

dalam pertimbangan hukum hakim, terutama soal alasan “perselisihan terus-

menerus” sebagai dasar perceraian.

1. Putusan nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Bkt menyangkut perkara rumah
tangga diwarnai oleh ketidakmampuan suami menepati komitmen nafkah,
tidak bekerja secara konsisten, serta menunjukkan sikap temperamental
dan melakukan kekerasan terhadap anak, yang menjadi titik kritis moral
dan hukum dalam perkara ini. Hakim menilai bahwa konflik berlangsung
sejak 2016 hingga 2024, dengan banyak upaya rekonsiliasi yang gagal.
Hakim memutuskan cerai dengan mengutip nilai keadilan substantif dan
nilai-nilai Islam sebagai dasar bahwa perkawinan yang telah kehilangan
sakinah, mawaddah, dan rahmah patut diakhiri. Pada putusan nomor
156/Pdt.G/2024/PA.Bkt , di konflik rumah tangga dipicu oleh tidak
tanggung jawaban ekonomi dari suami dan memuncak pada tindakan
suami yang hampir melakukan kekerasan fisik dengan pisau terhadap istri.
Rumah tangga sudah tidak harmonis sejak awal, dan puncak pertengkaran
terjadi tahun 2023, diikuti dengan pisah tempat tinggal total dan hilangnya
komunikasi. Majelis hakim melihat bahwa keadaan tersebut tidak
memungkinkan tercapainya rekonsiliasi. Hakim menggunakan pendekatan
jurisprudensi sosiologis, menimbang kenyataan sosial dan psikologis istri
yang merasa terancam dan terbebani. Putusan ini juga menegaskan bahwa
perkawinan yang telah kehilangan esensi kebersamaan layak dibubarkan
demi keselamatan dan ketentraman pihak yang lebih rentan.

Putusan Nomor 104/Pdt. G/2024/PA. Bkt dan Putusan Nomor 156/Pdt.
G/2024/PA. Bkt, dapat disimpulkan bahwa terjadi perbedaan atau

disparitas dalam cara hakim memutus perkara yang serupa. Dalam
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Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Bkt, hakim mengabulkan gugatan
cerai karena menilai telah terbukti adanya pertengkaran yang terus-
menerus, suami tidak memberi nafkah, bersikap malas, dan bahkan
pernah melakukan kekerasan terhadap anak. Hakim dalam putusan ini
tidak hanya melihat dari aturan hukum saja, tetapi juga memperhatikan
kondisi rumah tangga secara menyeluruh dan nilai-nilai keadilan dalam
Islam hakim memutuskan perkara berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f)
peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan sejalan
pula dengan Pasal 116 huruf (f) KHI. Sebaliknya, dalam Putusan Nomor
156/Pdt.G/2024/PA.Bkt, hakim tidak menerima gugatan karena masa
pisah tempat tinggal antara suami dan istri baru satu bulan, padahal syarat
menurut aturan (SEMA Nomor 3 Tahun 2023) adalah enam bulan.
Walaupun ada pertengkaran dan masalah nafkah, hakim tetap menolak
gugatan karena alasan waktu pisah yang belum cukup. Perbedaan cara
pandang hakim ini menunjukkan bahwa dalam perkara yang mirip,
hasilnya bisa berbeda tergantung pada bagaimana hakim menilai dan
memahami hukum. Inilah yang disebut disparitas putusan.

Terdapat disparitas putusan antara perkara cerai gugat Nomor
104/Pdt.G/2024 /PA.Bkt dan 156/Pdt.G/2024 /PA.Bkt meskipun alasan
perceraian yang diajukan sama, yaitu perselisihan dan pertengkaran
terus-menerus yang menyebabkan tidak adanya harapan hidup rukun
kembali. Putusan 104 dikabulkan karena hakim menilai telah cukup bukti
sesuai Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, dan Pasal
116 huruf (f) KHIL. Sementara putusan 156/Pdt.G/2024/PA.Bkt tidak
diterima karena belum memenuhi ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023,
yaitu belum pisah selama 6 bulan dan tidak terbukti adanya KDRT, menilai

bahwa rentang waktu 6 bulan tidak menjadi satu-satunya ukuran
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perselisihan terus-menerus karena bisa jadi perselisihan itu terjadi dalam
waktu singkat tetapi perceraian memang sudah tidak bisa dihindari.

5.2 SARAN

Adanya disparitas dalam putusan perkara cerai gugat dengan alasan
perselisihan terus-menerus, dari kesimpulan di atas penulis memberikan
saran sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan agar tidak terjadi perbedaan putusan hakim
sebaiknya memiliki pemahaman yang sama dalam menafsirkan alasan
perselisihan terus-menerus sebagai dasar perceraian, Hakim perlu
mempertimbangkan kondisi nyata rumah tangga penggugat dan tergugat,
tidak hanya terpaku pada syarat pisah tempat tinggal selama 6 (enam)
bulan, dan mempertimbangkan kondisi masing-masing kasus terutama jika
sudah ada bukti kekerasan atau penelantaran.

2. Penulis juga menyarankan agar tidak terjadinya disparitas dalam dua
putusan cerai gugat menunjukkan perlunya evaluasi antara SEMA sebagai
pedoman teknis dengan norma hukum materiil dalam Undang-undang
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi
Hukum Islam. Untuk mengurangi disparitas putusan atas perkara cerai
gugat yang memiliki alasan hukum dan fakta serupa, perlu diadakan
pelatihan atau diskusi antara hakim, khusus dalam kamar agama guna
menyamakan persepsi dalam menafsirkan alasan perselisihan terus-
menerus.

3. Hakim sebaiknya melihat kondisi rumah tangga secara menyeluruh, tidak
hanya terpaku pada aturan formal seperti SEMA, agar keadilan bisa
tercapai. Mahkamah Agung perlu meninjau ulang SEMA agar tidak
menghambat hak istri untuk mengakhiri rumah tangga yang sudah tidak
harmonis. Penggugat harus menyiapkan bukti yang lengkap, seperti lama

pisah, pertengkaran, dan usaha damai yang telah dilakukan.
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